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KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan tentang Standar Pelayanan
Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
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Menetapkan :

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departeman sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013;

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon |1 Lembaga
Pemerintah Non Departeman sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2013;

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan
Makanan sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.3546 Tahun
2009;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PeraturanKepala Badan POM ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan komitmen Badan Pengawas Obat
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dan Makanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat,
mudah, terjangkau, dan terukur.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dalam
rangka pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan berupa pelayanan administratif dan teknis baik
secara langsung maupun secara tidak langsung.

Sistem Informasi Pelayanan Publik, yang selanjutnya disebut Sistem
Informasi, adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan
pengelolaan informasi secara manual ataupun elektronik yang
disampaikan kepada masyarakat.

Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja setingkat Eselon Il pada
Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pelaksana Pelayanan Publik, yang selanjutnya disebut Pelaksana,
adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di
dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan
tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Pemohon adalah setiap orang yang mengajukan permohonan
pelayanan publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun tidak.

Kepala Badan adalah Kepala Badan yang bertanggung jawab di bidang
pengawasan obat dan makanan.

Hari adalah hari kerja.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan ini meliputi:

a.

® a0 T

penyelenggaraan pelayanan publik;

jaminan pelayanan;

jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
pengelolaan pengaduan; dan

evaluasi Kinerja.
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BAB 111
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 3

Badan Pengawas Obat dan Makanan menyelenggarakan Pelayanan
Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan di bidang obat
dan makanan.

Jenis Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Pelaksana.

Dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memberikan jaminan pelayanan yang
mengacu pada Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara
dinamis disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan publik,
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pelaksana harus memiliki
kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan dan harus
berperilaku sebagai berikut:

a.
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adil dan tidak diskriminatif;

cermat;

santun dan ramabh;

tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
profesional;

tidak mempersulit;

patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
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